Menimbang

Mengingat

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

a. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata di

Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun
2001 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun
2003;

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud pada
huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelengaraan  Kepariwisataan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3558);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan

17.

18.

19.

20.

21.
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23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun
2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah  Kabupaten Ciamis, (Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008
Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

3. Bupati adalah Bupati Ciamis

4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Ciamis.

S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Ciamis

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan
perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut yang dilakukan
secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati
Obyek dan Daya Tarik Wisata.

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan
didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

9. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan penyelenggara pariwisata.

10.0byek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang
menjadi sasaran wisata.

11.Tempat Rekreasi adalah Tempat Rekreasi yang dimiliki/
dikelola oleh Pemerintahan Daerah.

12.Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan.

13.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan
Daerah.

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah Retribusi terutang.

15.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/
atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari
Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

17.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas
keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ke tiga yang dilakukan oleh
Wajib Retribusi.

18.Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya
Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok
Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan
pembayaran Retribusi maupun pembayaran sanksi
administrasi.



19.Pembayaran Retribusi Daerah adalah perincian besarnya
Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada
STRD yang belum kedaluarsa dan Retribusi lainnya yang
masih terutang.

20.Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu
tertentu.

21.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah yang terjadi, serta menemukan
tersangkannya.

22.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang  diberi tugas
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan
pariwisata.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan di tempat rekreasi dan
pariwisata serta tempat olahraga yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan di tempat rekreasi dan pariwisata
serta tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/memanfaatkan jasa tempat rekreasi.

Pasal 5

Tempat Rekreasi dibuka setiap hari yang waktunya ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 6

Setiap orang yang berada di obyek-obyek tempat rekreasi dilarang :

a. Berburu, memancing, menangkap ikan, memainkan api,
menjual makanan, minuman dan barang dagangan dengan
skala besar, membawa/menjual minuman keras dan narkoba,
mendirikan/kios dan bangunan lainnya dengan tidak seizin
Bupati.



b. Mengganggu binatang-binatang, mengambil, merusak
tanaman-tanaman dan sarana wisata lainnya.

c. Mengganggu keamanan dan ketertiban pengunjung lainnya
dengan cara apapun.

d. Berenang di luar batas yang telah ditentukan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai
retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan/pemanfaatan jasa tempat rekreasi dan
olahraga dihitung berdasarkan klasifikasi kelas dan frekuensi
waktu untuk pemanfaatan objek wisata.

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas
pelayanan tersebut.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

(1) Klasifikasi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka
waktu pemakaian.
(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Kelas I sebesar Rp. 2.500,-/orang
b. Kelas Il sebesar Rp. 1.800,-/orang
c. Kendaraan bermotor pada setiap kelas obyek tempat
rekreasi dikenakan tarif retribusi :

No Jenis Kendaraan Kelas I Kelas II

1. | Sepeda motor Rp. 5.000,- | Rp. 3.600,-
2. | Jeep/sedan dan sejenisnya Rp. 12.500,- | Rp. 9.000,-
3. | Minibus Kecil dan sejenisnya | Rp. 25.000,- | Rp. 18.000,-
4. | Minibus Besar dan sejenisnya | Rp. 37.500,- | Rp. 27.000,-
5. | Bus kecil dan sejenisnya Rp. 50.000,- | Rp. 36.000,-
6. | Bus sedang dan sejenisnya Rp. 75.000,- | Rp. 54.000,-
7. | Bus besar dan sejenisnya Rp. 125.000,- | Rp. 90.000,-




(3)

(4)

(1)

(2)

d. Pemakaian Kolam Renang dikenakan tarif retribusi:
1. Untuk dewasa sebesar.............ccevvvenennnn.. Rp. 2.300,-
2. Untuk Anak-anak sebesar ........................ Rp. 1.800,-

e. Body Rafting/papalidan dikenakan retribusi sebesar
Rp. 15.000,-

Besarnya tarif retribusi untuk kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ sudah termasuk
retribusi untuk penumpang.

Klasifikasi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali

Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut di wilayah
Kabupaten Ciamis.

(1)
(2)

(3)
(4)

()

(1)
(2)

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga.
Mekanisme penetapan atau penunjukan Pihak Ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bentuk dan isi SKRD serta dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran
retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.



BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retibusi yang
terutang dan ditagih menggunakan STR.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pengunjung rombongan minimal 60 (enam puluh) orang yang
dikoordinir dapat diberikan reduksi setinggi-tingginya 20%
(dua puluh persen) dari tarif perorangan.

(3) Pemberian reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan SKRD tersendiri dengan dilampiri surat
rekomendasi reduksi dari Kepala Dinas.

(4) Pengajuan surat rekomendasi dimaksud pada ayat (3) harus
disampaikan kepada Dinas minimal 1 (satu) minggu sebelum
pelaksanaan.

(5) Tata cara pemberian pengurangan, Kkeringanan dan
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dan wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal terbit Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan wutang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.



(9)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui
dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Tata Cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat
diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya,
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau
kurang bayar.

Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah
ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke
Kas Daerah.



(1)

(2)

(3)

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 22

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti
tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagai mana
dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;

Menghentikan penyidikan;

—.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat
Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
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(1)

(2)

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan
oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja
serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga terkait
lainnya.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 24

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi :

a.
b.
C.

pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 25

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(2) meliputi :

a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga

b.

masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah
kepada Lembaga Peradilan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ciamis Nomor 21 Tahun
2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata;

. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Ciamis Nomor 9 Tahun

2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Ciamis Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Pariwisata;

. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ciamis Nomor 27 Tahun

2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Ciamis Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut
oleh Bupati.
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Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Pebruari 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 2

12



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Retribusi
Daerah, khususnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di
Kabupaten Ciamis, perlu adanya peningkatan fasilitas Tempat Rekreasi
dan Olah Raga serta pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat
meningkatkan kunjungan di tempat rekreasi oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha, dimana prinsip dan sasaran
dalam menetapkan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata di Kabupaten Ciamis
telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2003.
Sehubungan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi perlu disesuaikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam

Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian
yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat
dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas

13



Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas
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